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ABSTRAK

Putusan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Lahat Perkara
Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt)

Oleh
MUHAMMAD ZHAMIR ISLAMI

Putusan hak asuh anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun
umumnya jatuh kepada ibu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “apabila terjadi perceraian
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak
ibunya”, putusan Pengadilan Agama Lahat Perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt
menjatuhkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Lahat tentang pemberian hak asuh dalam putusan perkara
Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt? dan Bagaimana penerapan putusan hak asuh
dalam putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt? Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim
tunggal tidak menerapkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,
dan lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest
of the child). Tiga pertimbangan hakim tunggal telah mencerminkan prinsip
kepentingan terbaik bagi anak yaitu: anak tersebut selama orang tuanya pisah
tempat tinggal, ikut dan berada dalam asuhan ayahnya; anak tersebut mengaku
lebih senang tinggal dengan ayahnya; dan penyebab perceraian yang diakui
sendiri oleh ibunya salah satunya adalah karena ibunya telah selingkuh dengan
laki-laki lain. Amar Putusan yang menetapkan hak asuh anak kepada ayah telah
terlaksana, sejak orantuanya bercerai anak tetap berada dalam asuhan ayahnya.
Sedangkan amar yang mewajibkan pemegang hadhanah/hak asuh untuk memberi
akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah/hak asuh untuk bertemu
dengan anaknya, pada kenyataannya penggugat (ibu) sebagai pihak yang tidak
mendapat hak asuh anak selama ini jarang bertemu dengan anak karena suami
penggugat cemburu bila penggugat menemui tergugat untuk meminta izin
bertemu dan membawa anak, jika bertemu di jalan anak terlihat ketakutan dan
terus berlari, namun belakangan anak merasa senang bertemu ibunya dan tidak
lagi terlihat ketakutan.

Kata kunci: Putusan, Hak asuh anak, mumayyiz.



ABSTRACT

Decision on Custody of Children Who Have Not Been Mumayyiz to Father
(Analysis of Religious Court Decision Lahat Case Number
977/Pdt.G/2022/PA.Lt)

By
MUHAMMAD ZHAMIR ISLAM

The decision on custody of children who are not yet mumayyiz or under 12 years
of age generally falls to the mother in accordance with the provisions of Article
105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law which states that "in the event of
a divorce the care of children who are not yet mumayyiz or under 12 years of age
Is the mother's right", the decision of the Lahat Religious Court Case Number
977/Pdt.G/2022/PA.Lt handed down the custody of children who were not yet
mumayyiz to the father. The formulation of the problem in this research is What is
the basis for the consideration of the Judge of the Lahat Religious Court
regarding the granting of custody rights in the decision in case Number
977/Pdt.G/2022/PA.Lt? and How is the custody decision implemented in the
Lahat Religious Court decision Number 977/Pdt.G/2022/PA.Lt? The research
method used is normative-empirical research. The data sources used in this
research consist of primary data and secondary data. Based on the research
results, it shows that in his consideration the single judge did not apply the
provisions of Article 105 letter (a) of the Compilation of Islamic Law, and
prioritized the principle of the best interests of the child. The three considerations
of a single judge reflect the principle of the best interests of the child, namely: the
child, as long as his parents live apart, participates in and is under the care of his
father; the child admitted that he preferred to live with his father; and one of the
reasons for the divorce, which was admitted by her mother herself, was because
her mother had had an affair with another man. The decision that determines the
father's custody of the child has been implemented, since the parents divorced the
child has remained in the father's care. Meanwhile, the ruling requires holders of
hadhanah/custodial rights to give access to parents who do not hold
hadhanah/custodial rights to meet their children. In reality, the plaintiff (mother),
as the party who does not have custody of the child, has rarely met the child
because the plaintiff's husband was jealous when the plaintiff met the defendant to
ask for permission to meet and take the child. If he met on the street, the child
looked scared and kept running, but recently the child felt happy to meet his
mother and no longer looked scared.

Keywords: Decision, Child custody, mumayyiz.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan, Perkawinan adalah suatu
ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi pasangan suami
istri dengan tujuan membina keluarga yang bahagia dan berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut KHI (Kompilasi Hukum
Islam) perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang kuat untuk
menjalankan perintah Allah SWT dan melakukannya adalah ibadah.

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita
kehidupan umat manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat
ditegakkan, dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat
dan untuk membentuk suatu masyarakat kecil yang akan meneruskan
perjalanan peradaban manusia.!

Dengan adanya perkawinan maka akan muncul keinginan untuk
mempunyai rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah. Rumah tangga
yang bahagia jauh dari masalah adalah idaman bagi setiap pasangan suami
istri. Akan tetapi, untuk memperoleh rumah tangga yang demikian diperlukan
rasa saling percaya, saling menyayangi, dan lain-lain. Dalam sebuah
perkawinan pasangan suami istri pasti memiliki mimpi yang ingin dicapai

berdua salah satunya hadirnya seorang anak untuk menghiasi perkawinannya.

! Abdul Manan, 2008, Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia, Kencana, Jakarta,
him. 1.



Akan tetapi, ada pula rumah tangga yang tidak dikaruniai anak meski telah
menikah selama bertahun-tahun.

Dalam setiap rumah tangga hampir pasti ada terjadinya pertengkaran
baik kecil maupun besar tergantung bagaimana setiap pasangan menyikapinya.
Dalam pertengkaran itu adakalanya terjadi masalah yang dapat diselesaikan
dan yang tidak dapat diselesaikan. Masalah yang tidak dapat diselesaikan ini
biasanya akan berujung dengan perceraian.

Perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah
SWT., kerena suatu perceraian menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak
terlebih bila pasangan tersebut telah dikarunia anak, maka anak tersebut yang
akan memperoleh pengaruh paling besar. Ketika orang tua berpisah maka anak
akan berpisah dari salah satu orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus
mempertimbangkan untuk sebisanya menghindari perceraian.

Akibat hukum terjadinya perceraian suami dan isteri menurut UU
Perkawinan adalah:?

1) akibat hukum terhadap kedudukan, hak dan kewajiban mantan
suami-isteri yang meliputi suami tetap berkewajiban memberi nafkah dan
berhak menentukan suatu kewajiban terhadap mantan isteri, suami dapat
menikah kembali setelah bercerai, namun isteri dapat menikah apabila telah

melewati masa tunggu sesuai ditentukan undang-undang dan agamanya.

2 Oktavianus Immanuel Nelwan, 2019, “Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri
Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Jurnal Lex Privatum, Vol.
VII/No. 3.



2) akibat hukum terhadap harta bersama yang di dapat selama
perkawinan berlangsung, menurut undang-undang dapat dibagi dua antara
suami dan isteri.

3) akibat hukum terhadap anak yakni suami dan isteri (ayah dan ibu)
setelah bercerai tetap mempunyai hak dan kewajiban yang tidak hilang
terhadap anak. Apabila anak berusia di bawah 12 tahun maka hak asuh anak
akan jatuh ke tangan sang ibu, namun setelah anak berusia 12 tahun, anak
akan menentukan pilihannya sendiri untuk tinggal besama ayah atau ibunya.

Menurut Abdul Manan perceraian adalah melepaskan ikatan
perkawinan atau bubarnya perkawinan, dan ini dilarang kecuali karena alasan
yang benar dan terjadi hal yang sangat darurat. Jika perceraian dilaksanakan
tanpa ada alasan yang benar dan tidak keadaan darurat, maka perceraian itu
berarti kufur terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat kepada istri. Oleh
kerana itu, dibenci dan dilarang.?

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan Pengadilan,
dalam perkara perceraian non muslim dilakukan di Pengadilan Negeri
sedangkan untuk yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama atau
Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Pengadilan Agama, pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Pengadilan
Agama adalah salah satu perlaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

 Abdul Manan, 2005, “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama”, Pranada Media Group, Jakarta, him. 463.



Putusnya perkawinan membawa akibat hukum yang tidak hanya pada
hubungan suami istri yang diputus perkawinannya dan harta benda mereka
semata, tetapi juga terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan. Putusnya
perkawinan karena perceraian tidak menghilangkan kewajiban orang tua
terhadap anaknya, hal ini disebutkan dalam Pasal 41 UU Perkawinan, akibat
putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi
keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya
tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan
bahwa Ibu ikut memiliki biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupkan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas
istri.

Berdasarkan Pasar 41 UU UU Perkawinan di atas, maka jelas bahwa
meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian, tidaklah
mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah
bercerai) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus.
Pasal 41 di atas dengan tegas mengatur bahwa suami dan istri yang telah

bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk



memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk hal pembiayaan yang
timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anaknya tersebut,’ yang juga
terdapat dasar hukum dalam Al-Qur’an surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:
e gl otaally O 3365 1530 AT AL 131580 G

O35 e O3lalis 2ol Lol (p3ieay ¥ Bl Badle

“Wahai orang-orang Yyang beriman! Peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikatmalaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka
kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim: 6)

Definisi mengenai hak asuh anak memang tidak terdapat di dalam UU
Perkawinan, namun jika melihat Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, dalam Pasal 1
angka 11 terdapat istilah “Kuasa Anak” ialah “kekuasaan orang tua untuk
mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh
kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan,
bakat, serta minatnya”.

Berdasarkan figih Islam pemeliharaan anak disebut dengan hadanah,

yang dimaksud dengan hadanah dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan”

* Tan, Henny Tanuwidjaja, Politik Hukum Putusan Pengadilan Agama Yang
Menyimpangi Pasal 105 (A) K.H.I Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Dalam Kasus
Perceraian Marshanda Vs Ben Kasyafani, Surabaya:, Dosen Fakultas Hukum Universitas
Narotama Surabaya, Jurnal 1Imu Hukum, 2015, him. 225



atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak
yang masih kecil setelah putusnya perkawinan.”

Dalam Pasal 1 angka 10 UU Perlindungan Anak terdapat pula istilah
“Anak Asuh” adalah “anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan,
karena oranng tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara
wajar’.

Setelah terjadinya perceraian dan di antara suami-istri yang bercerai
terdapat perselisihan tentang hak asuh anak tentunya menimbulkan suatu
pertanyaan siapakah diantara suami atau istri yang paling berhak untuk
memperoleh hak asuh atas anak. Satu-satunya aturan yang memberikan
pedoman bagi hakim dalam memutus pemberian hak asuh atas anak terdapat
dalam Pasal 105 KHI dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya.

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.

3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dan juga terdapat dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud:
sle g Al by S el Jmly 1 lE 510 G 5 pee p dll 2o e
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.

> Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta,
him. 328.



350 sy deal ol sy (aSE alle 4y Gal cul sl ade ) o i) Jsuy
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“Dari Abdullah bin Amru: bahwa seorang wanita berkata, Ya
Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah
mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan
pangkuanku lah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikanku
dan hendak menjauhkan anakku pula dari sisiku”. Maka Rasulullah
bersabda, Engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum
menikah dengan orang lain.”®

Syariat menjelaskan hukum hak asuh, siapa yang paling berhak untuk
mengasuh anak, dan siapa yang dapat memenuhi sejumlah persyaratan bagi
pihak yang memegang hak asuh anak nantinya. Syariat ini menunjukkan
betapa pentingnya merawat, serta menjaga dan mendidik anak yang masih
kecil dengan baik.

Pengasuhan anak meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya
hidup, kesehatan, ketenteraman dan segala aspek yang berkaitan dengan
kebutuhannya, dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab
ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga dan tidak
tertutup kemungkinan tanggung jawab itu berahli kepada istri untuk
membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya.’

Adapun periode sebelum mumayyiz adalah seorang anak yang belum
dapat membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya.®

Anak yang masih kecil atau belum mencapai usia mumayyiz, tidak bisa

memikirkan banyak hal serta belum bisa membedakan perlakuan ibu dan

® Abu Daud, 2006, Sunan Abu Daud Jild 2, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani,
Pustaka Azzam, Jakarta, him. 47.

7 Zainuddin Ali, 2006, Hukum Perdata Islam, Sinar Grafika, Jakarta, him. 64.

® Satria Effendi M. Zein, 2005, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,
Kencana, Jakarta, him. 170-171.



perlakuan ayahnya. Maka anak tidak dapat diberi pilihan, tetapi langsung
diberikan kepada ibunya. Sehingga dapat dilihat bahwa peranan ibu sangatlah
penting terhadap anak yang belum mumayyiz.

Ketentuan Pasal 105 KHI di atas nampaknya tidak dapat berlaku
secara umum, karena hanya akan mengikat bagi mereka yang memeluk agama
Islam (yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama).
Sedangkan untuk orang-orang yang bukan beragama Islam (yang perkaranya
diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri) ketentuan Pasal 105 KHI tersebut
tidak berlaku. Bagi mereka yang memeluk agama Islam diatur dalam Pasal
105 KHI yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk
memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharan;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156 KHI menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan anak dan
nafkah menjadi tanggung jawab bapak sesuai dengan kemampuannya,
sekurang-kurangnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus
diri sendiri. Pada Pasal 156 KHI juga dijelaskan bahwa bilamana terjadi
perselisihan mengenai pemeliharaan dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan

memberikan putusan.



Sedangkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, dasar

hukumnya merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu),

sebagai berikut:

1.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus
2003 dinyatakan bahwa: “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di
bawah umur pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab
dengan si anak yaitu ibu”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975,
menyatakan: “berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak,
patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi
anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak menjadi Kriterium,
kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara
anaknya.”

Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena tidak ada pedoman

yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang

menginginkannya maka akan mempertimbangkan antara lain: Pertama, fakta-

fakta yang terungkap di persidangan. Kedua, bukti-bukti yang diajukan oleh

para pihak serta argumentasi yang dapat meyakinkan hakim mengenai

kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut dalam

mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut

bagi secara materil, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.’

% 1bid., him. 226.
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Pengadilan Agama Lahat sebagai salah satu Pengadilan agama
Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infag, shadagah dan ekonomi syariah.'® Perkara sengketa hak asuh anak
merupakan salah satu dari perkara bidang perkawinan.

Dalam tiga tahun terakhir atau sejak tahun 2022 sampai tahun 2024
jumlah perkara sengketa hak asuh anak yang diperiksa di Pengadilan Agama
Lahat mencapai 133 perkara, dengan rincian 36 perkara di tahun 2022, 49
perkara di tahun 2023 dan 48 perkara di tahun 2024. Sebagian besar perkara
diajukan bersamaan dengan perkara perceraian baik cerai talak ataupun cerai
gugat dengan jumlah 122 perkara, sedangkan sisanya diajukan tersendiri
sebanyak 11 perkara.

Putusan sengketa hak asuh anak kebanyakan jatuk kepada pihak ibu,
begitu juga di Pengadilan Agama Lahat, dari 133 perkara tersebut, dalam 114
perkara hak asuh anak jatuh ke ibu, 16 perkara ke pihak ayah, sedangkan
sisanya sebanyak 3 perkara dicabut. Perkara hak asuh anak yang jatuh ke ayah
sebagian besar merupakan hasil kesepakatan antara para pihak (ayah dan ibu)
dalam proses mediasi yaitu 10 perkara, 3 perkara diputus dengan verstek atau

tanpa hadirnya pihak ibu, sisanya 3 perkara diputus secara contradictoir yaitu

9 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan, dalam https://pa-lahat.go.id/tentang-
pengadian/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan. diakses hari Sabtu 15 Maret
2025.


https://pa-lahat.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan
https://pa-lahat.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan
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perkara nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt dan
nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Lt.

Terhadap perkara nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt sudah pernah
dilakukan penelitian oleh Hanna Arinawati dengan judul Pencabutan Hak
Asuh Anak Di Bawah Umur Dari Ibu Kandungnya (Studi Putusan Pengadilan
Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt)"Y dan oleh Bagus Ary
Darmawan, M. Reza Saputra, dan Jaenal Aripin dengan judul Analisis Hak
Asuh  Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor
685/Pdt.G/2022/Pa.Lt: Perspektif Magasid Al-Syari’ah Muhammad Thahir
Ibn Asy(r.*?

Perkara nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Lt yang diputus Pengadilan
Agama Lahat pada tanggal 05 Maret 2024 tidak berakhir di tingkat pertama,
perkara ini berlanjut ke tahap upaya hukum banding bahkan kasasi yang
putusannya baru berkekuatan hukum tetap pada tanggal 05 Februari 2025.

Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt yang
memutuskan pemberian hak pengasuhan anak diberikan kepada ayah
(Tergugat) bukan kepada ibu (Penggugat), padahal anak tersebut masih
berumur 6 tahun dengan pertimbangan bahwa pemeliharaan anak semata-mata

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan dalam Pasal 105 KHI

1 pencabutan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Dari Ibu Kandungnya (Studi Putusan
Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt) dalam
https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/63299/pencabutan-hak-asuh-anak-di-bawah-umur-dari-ibu-
kandungnya-studi-putusan-pengadilan-agama-lahat-nomor-685pdtg2022palt, diakses hari Sabtu 15
Maret 2025.

2 Bagus Ary Darmawan, dkk, 2024, “Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan
Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/Pa.Lt: Perspektif Magasid Al-Syari’ah
Muhammad Thahir Ibn Asydr”, Konsensus : Jurnal llmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu
Komunikasi, Volume. 1 No. 4.



https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/63299/pencabutan-hak-asuh-anak-di-bawah-umur-dari-ibu-kandungnya-studi-putusan-pengadilan-agama-lahat-nomor-685pdtg2022palt
https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/63299/pencabutan-hak-asuh-anak-di-bawah-umur-dari-ibu-kandungnya-studi-putusan-pengadilan-agama-lahat-nomor-685pdtg2022palt
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disebutkan bahwa “apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum

mumayyiz atau belum 12 tahun adalah hak ibunya”.

Berdasarkan uraian di atas penulis menilai bahwa pemberian hak asuh
anak kepada ayah dalam perkara tersebut sangat menarik untuk diteliti secara
mendalam, dengan demikian penulis melakukan penelitian yang dituangkan
dalam bentuk tesis dengan judul “Putusan Hak Asuh Yang Belum Mumayyiz
Kepada Ayah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Lahat Perkara Nomor
977/Pdt.G/2022/PA.Lt)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan
hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lahat tentang
pemberian hak asuh dalam putusan perkara Nomor
977/Pdt.G/2022/PA.Lt?

2. Bagaimana implementasi pemberian hak asuh dalam putusan Hakim
Pengadilan Agama Lahat Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt?

. Ruang Lingkup

Agar penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka
penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada
pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak studi di Pengadilan
Agama Lahat dengan nomor perkara 977/Pdt.G/2022/PA.Lt dan implementasi
pemberian hak asuh dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Lahat Nomor

977/Pdt.G/2022/PA . Lt.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lahat
tentang pemberian hak asuh dalam putusan perkara Nomor
977/Pdt.G/2022/PA.Lt.

2. Untuk menganalisis implementasi pemberian hak asuh dalam putusan

Hakim Pengadilan Agama Lahat Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt.

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ditujukan untuk memberikan sumbangsih serta
menambah pengetahuan maupun pengembangan keilmuan pada bidang
hukum perdata khususnya hukum perkawinan.

2. Secara praktis, penelitian ini ditujukan bagi penulis sebagai jawaban atas
penelitian yang penulis teliti dan sekaligus memberikan manfaat bagi
masyarakat serta perguruan tinggi khususnya Universitas Muhammadiyah
Palembang dalam rangka pengkajian ilmu hukum yang ditulis dalam
bentuk tesis terkait hak asuh anak yang belum mumayyiz.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang pada dasarnya
adalah abstraksi dari hasil suatu pemikiran maupun kerangka dan acuan
yang bertujuan membentuk kesimpulan-kesimpulan. Kemudian, teori

dapat didefinisikan sebagai seperangkat bagian-bagian ataupun variabel,
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definisi, dalil dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan
suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan
antara variabel, teori juga berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan
serta menjelaskan fenoma yang diamati.”®* Dalam penulisan tesis ini

menggunakan kerangka teoritis yaitu:
a. Teori Perlindungan Hukum

Dalam bahasa Inggris kata perlindungan hukum disebut dengan
protection, sedangkan menurut KBBI istilah perlindungan hukum
disamakan dengan istilah proteksi yang berarti proses atau perbuatan
memperlindungi dan menurut Black’s Law Dictionary, protection
adalah the act of protecting.** kemudian perlindungan hukum ialah
suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam
bentuk hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat
represif, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain
perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum,
yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan,

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.*

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum merupakan
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang

lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar bisa

B3|, Moleong, 2020, Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,
him.34-35.

“Bryan A. Garner, 2009, Black’s Law Dictionary, ninth edition, St. Paul: West, him.
1343.

>Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, him.133.
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menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.*® Selanjutnya
Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah kegiatan untuk
melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau
kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam
menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama

manusia.'’

Berdasarkan apa yang dijabarkan oleh Satjipto Raharjo dan
Muchsin mengenai teori perlindungan hukum ini erat kaitan untuk
membantu menganalisis bagaimana hakim dalam memeriksa dan
memutuskan perkara sengketa hak asuh anak dalam putusan perkara
Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt dengan memperhatikan perlindungan
dan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Pasal 25 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
menyebutkan bahwa hakim sebagai aparat pendukung peradilan yang
merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang
mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili dan memutus setiap

perkara yang ditanganinya.
b. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah
“Scherkeit desRechts selbst” (kepastian hukum tentang hukum itu

sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna

¥|pid, him. 133.
Ypid,.
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kepastian hukum, antara lain:*®

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-

undangan (gesetzliches Recht).

2. Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan
kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan

oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.

3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna
menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah

untuk dijalankan.

4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan
terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud disuatu
Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan
perundangan tersebut adalah sistem hukum yang berlaku yaitu yang
tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum
merupakan sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum telah
dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun
bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat
dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun
kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap

orang.

8Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan
(Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume | Pemahaman Awal,
Kencana Prenada Media Group, Jakarta , him. 288.



17

Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Gustav Radbruch
teori kepastian hukum digunakaan penulis untuk membantu
menganalisis terkait pertimbangan hakim mengenai hak asuh anak

dalam putusan perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA..Lt.

c. Teori Efektifitas Hukum
Secara etimologi, kata efektifitas berasal dari kata efektif
sebagai terjemahan dari kata effective dalam bahasa Inggris yang
dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa
Belanda dikenal kata effectief yang memiliki makna berhasil guna.
Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi
tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya
semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.'
Dalam konteks dengan hukum, maka efektivitas hukum secara tata
bahasa dapat diartikan sebagai keberhasil gunaan hukum, yaitu
keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam
tatanan masyarakat.

1. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto
Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat
efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan

masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak

9 Sondang P. Siagian, 2002, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Rineka Cipta,
Jakarta, him. 24.
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hukumnya.? Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan
hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu
sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa
hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk
mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan
hidup. Dalam ilmu sosial, antara lain dalam sosiologi hukum,
masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap
kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang
pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan,
dalam hal ini hukum. ketaaatan dan kepatuhan hukum ini tidak dari
faktor keasadaran hukum. karena sumber satu-satunya hukum dan
kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat.”
Selanjutnya Soerjono Soekanto mengungkapkan juga

bahwa yang dimaksud dengan efektivitas dari hukum adalah:*

“Untuk mengubah tingkah laku warga masyarakat atau bagian
masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga
masyarakat yang sesuai dengan hukum atau pada kerasnya sanksi-
sanksi yang ada pada untuk menetapkan hukum tersebut. Hal yang
paling dasar yang perlu disadari bahwa sangat sulit dan rumit sekali
untuk mengetahui sikap warga masyarakat. Kemudian perlu
dibedakan antara kepercayaan warga masyarakat akan kepentingan
atau keinginan untuk patuh terhadap hukum, bahwa hukum tersebut
tidak memihak, hak dari pembentuk hukum untuk menyusun dan
menyatakan hukum sebagai sesuatu yang sah dan apabila diterapkan
dan apabila diterapkan terhadap kasus-kasus tertentu tidak akan
berpihak.”

2. Efektivitas Hukum Menurut Satjipto Raharjo

“gperjono Soekanto, 2007, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, him. 196.

?! Ibid., him. 167.

% Ibid., him. 200
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Satjipto Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa
bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan terjadi
begitu saja, karena hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik,
yang begitu keluar langsung dapat bekerja, melainkan memerlukan
beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan (hukum) tersebut
dijalankan atau bekerja.”® Langkah-langkah yang harus dipenuhi
untuk mengupayakan hukum atau aturan atau ketentuan dapat
bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:

1) Adanya  pejabat/aparat  penegak  hukum  sebagaimana
ditentukan dalam peraturan hukum tersebut;

2) Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan
perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;

3) Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;*

Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa
tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum
yang telah dibuat. Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum
dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran
ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut
efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat
dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada
kepentingan mentaatinya.”

Ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena
kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat

ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya

% Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakri, Bandung, him. 70.
# Ibid., him. 72.
% Achmad Ali, op. cit., him. 375.
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berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni
ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan
nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah
yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

Konsep  efektifitas hukum dalam  pengukurannya
mengutamakan keberhasilan atas sasaran penyelesaian perkara.
Dikatakan sebuah produk hukum itu efektif dapat dilihat dari tingkat
keberhasilan pada implementasi hukum itu sendiri dalam tatanan
masyarakat. Putusan hakim selayaknya dapat diefektifkan melalui
pelbagai cara yang sederhana dan tidak memberatkan para pihak
pencari keadilan.

Dari uraian di atas, maka penulis menggunakan teori ini untuk
membantu menganalisa implementasi pemberian hak asuh dalam

putusan Hakim Pengadilan Agama Lahat Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt

dalam penelitian penulis.

2. Kerangka Konseptual
Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan didepan, maka
dikemukakan beberapa konsep yang berhubungan dengan peneliti:

a) Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat
negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan
bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau
masalah antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang
disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam

bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.
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Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai
putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh Hakim.*

b) Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.

c) Hak asuh anak merupakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil,
baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar, menjaganya
dari sesuatu yang menyakiti, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya
agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung
jawab.”’

d) Hadanah berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain:
hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala
kepentingan/urusan anak-anak yang belum mumayyiz (belum dapat
membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya).?
Hadanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang
rusuk atau pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya

meletakkan anak itu di pangkuannya, seakan-akan ibu di saat itu

% sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,
him. 201.

2" Abdul Rahman Ghozali, 2008, Figh Munakahat, Cet. 111, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, him. 175-176.

% HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, 2008, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah
Lengkap, Rajawali Pers, Jakarta, him. 215.
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melindungi dan memelihara anaknya sehingga ‘“hadanah” dijadikan
istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak
dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang
dilakukan oleh kerabat anak itu”.?

e) Mumayyiz adalah anak yang sudah mencapai usia dimana seorang
anak sudah mulai bisa membedakan mana hal yang bermanfaat
baginya dan mana hal yang membahayakan dirinya, sebagian ulama
menyatakan bahwa pada usia ini seorang anak memiliki kemampaun
dalam otaknya untuk bisa menggali arti dari suatu hal. Pada masa ini
seorang anak sudah mampu untuk melakukan beberapa hal secara
mandiri, seperti makan sendiri, minum sendiri, dan lain-lain. Umur
mumayyiz menurut mayoritas ulama adalah 7 tahun dan berakhir
setelah sampai pada masa baligh®.

f) Pengadilan Agama Lahat Kelas | B adalah pengadilan tingkat pertama
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan
Agama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten Lahat Provinsi
Sumatra Selatan.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-

empiris, yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan

29 H
Ibid
% Muhammad Saifullah, 2005, Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga,: UlI
Press Yohyakarta, Yogyakarta, him. 108-109.
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(Field Research). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk
menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-
undang dan hukum yang berjalan secara efektif.*

Fungsi dari metode penelitian normatif-empiris yaitu untuk
memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan
hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian hukum normatif-empiris
seringkali digunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada
aturan undang-undang (law in book) dan juga hukum di konsepkan untuk
digunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berprilaku yang
pantas.®

Penelitian hukum normatif-empiris disebut sebagai penelitan
hukum terapan. Di dalam penelitian hukum terdapat dua tahapan yakni,
tahap ke-1 yaitu hukum normatif yang sedang berjalan dan tahap ke-2
yaitu untuk menerapkan perisitiwa in conreto yang berguna untuk
menggapai tujuan yang sudah ditentukan. Untuk menunjang pendekatan
maka di butuhkan data primer dan data sekunder, hasil pendekatan ini
diharapkan dapat menghasilkan suatu pemahaman tentang kenyataaan
dalam melaksanakan ketentuan hukum normatif yang ditinjau proses

berjalannya sudah secara baik atau tidak.*

#1 Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, him. 52.

% Jhonny ibrahim, 2013, Teori dan metodologi penelitian hukum normatif, Bayumedia,
Malang, him. 118.

% Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra Aditya
Bakti, Bandung, him. 52.
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Dalam penelitian penulis menititik beratkan pada langkah-
langkah wawancara dan analisa .yang .bersifat normatif. Pendekatan
.penelitian .akan dilakukan dengan pedoman wawancara terstruktur lalu di
analisa untuk mengetahui dari sisi normatif .karena .yang .diteliti
merupakan aspek hukum, asas
Penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Tesis ini menerapkan jenis penelitian berupa penelitian
lapangan vyaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk
menganalisis pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Lahat.

Penelitian lapangan dalam istilah lain dapat dikatakan sebagai
penelitian  empiris, yaitu mengkaji penelitian hukum yang
dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala
sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam
hubungan bermasyarakat.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini juga menggunakan Library Research, yaitu
penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menganalisis
data berupa buku, majalah ilmiah, kisah-kisah sejarah, dokumen-
dokumen dan materi perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan
sebagai rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.

2. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif
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yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif

analitis yaitu untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu

objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan
sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari data kualitatif, yaitu berdasarkan
pertimbangan hukum hakim dengan Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt
dalam perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama Lahat dan data
yang diperoleh langsung dari sumber utama Penggugat dan Tergugat
dalam perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt.

b. Bahan Hukum Sekunder diperoleh dari publikasi tentang Hukum
seperti  skripsi, tesis, buku, penelitian-penelitian dan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan penelitian penulis seperti,
Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan observasi dan

wawancara dengan pihak-pihak terkait. Wawancara ini akan dilakukan
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dengan informan/responden yaitu Penggugat dan Tergugat dalam
perkara Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt;
b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap
data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-
undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian,
makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan
hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus
Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang
relevan dengan permasalahan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif
dengan mengunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk mengetahui
gejala atau keadaan yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat
penelitian dilakukan. Yang dimaksud dengan analisis di atas adalah tidak
banyak terbatas pada pengumpulan-pengumpulan data yang diperoleh,
tetapi juga menganalisa dan menginterprestasikan data atau pemikiran
yang logis kemudian membuat kesimpulan yang didasarkan pada
penelitian dan metode kualitatif sebagai penjabaran data terhadap data
berdasarkan studi literatur dan keterangan di lapangan.

G. Sistematika Penelitian

BAB | PENDAHULUAN
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Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup dan tujuan, kerangka teori dan Kerangka konseptual,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang pengertian tentang anak, pengertian
hak asuh anak (hadhanah), dasar hukum dan syarat pengasuhan
anak, pihak yang berhak mengasuh anak, dan sengketa hak asuh
anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas dasar pertimbangan Hakim Pengadilan
Agama Lahat tentang pemberian hak asuh dalam putusan perkara
Nomor 977/Pdt.G/2022/PA.Lt dan menganalisis implementasi
pemberian hak asuh dalam putusan Hakim Pengadilan Agama
Lahat Nomor 977/Pdt.G/2022/PA .Lt.

PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dan saran
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